PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCOR 10 TAHUN 2005 TENTANG
UNI' T ORGANI SASI DAN TUGAS ESELON |
KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka nmendukung tersel enggaranya tertib adm ni strasi
peneri nt ahan dan peni ngkat an ki nerja Kabi net | ndonesi a Bersat u,

di pandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005
tentang Unit O gani sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara
Republ i k I ndonesi a sebagai mana tel ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 17 Tahun 2007,

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 20 Tahun

2008;
3. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik

| ndonesi a sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 17 Tahun 2007,

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN
PRESI DEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANI SASI DAN TUGAS
ESELON | KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A.

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Peraturan Presi den Nonor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara
Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan
Per at uran Presiden :

Nonmor 15 Tahun 2005;

Nonmor 63 Tahun 2005;

Nonmor 80 Tahun 2005;

Nonmor 66 Tahun 2006;

Normor 91 Tahun 2006;

Nonmor 7 Tahun 2007;

Nonmor 17 Tahun 2007,

Q@™eoooo



di ubah sebagai beri kut :
1. Ket ent uan Pasal 9 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Departenen Luar Negeri terdiri dari

TFRT I FeTea0noe

Wakil Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;

D rektorat Jenderal Amerika dan Eropa;

D rektorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;

Direktorat Jenderal Miltilateral;

D rektorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
Direktorat Jenderal Informasi dan D pl omasi Publik;
Di rektorat Jenderal Protokol dan Konsul er;

| nspekt orat Jenderal ;

Badan Pengkaji an dan Pengenbangan Kebi j akan;

Staf Ahli."

2. Ket ent uan Pasal 10 di ubah, sehi ngga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 10

Wakil Menteri nmenpunyai tugas nenbantu Menteri dal am
mem npi n pel aksanaan tugas Depart enen.

Sekretari at Jender al menpunyai tugas nel aksanakan
koor di nasi pel aksanaan tugas serta penbinaan dan
penberi an dukungan adm ni strasi Departenen.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menmpunyai
tugas nerunuskan serta nel aksanakan kebijakan dan
standardi sasi teknis di bidang hubungan dan politik
| uar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
Direktorat Jenderal Anerika dan Eropa nmenpunyai tugas
mer unuskan serta mel aksanakan kebi j akan dan
standardi sasi teknis di bidang hubungan dan politik
| uar negeri untuk kawasan Aneri ka dan Eropa.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN nenpunyai tugas
mer unuskan serta mel aksanakan kebi j akan dan
standardi sasi teknis di bidang hubungan dan politik
| uar negeri dal amrangka kerja sama ASEAN.

Di r ekt or at Jender al Mul til ateral menpunyai t ugas
mer unuskan serta nmel aksanakan kebi j akan dan
standardi sasi teknis di bidang multilateral.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian |nternasiona
menpunyai tugas nerunmuskan serta mnel aksanakan kebijakan
dan standardi sasi teknis di bidang hukum dan perjanjian
i nt er nasi onal

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
menpunyai tugas merumuskan serta nel aksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang informasi dan
di pl omasi publ i k.



(9) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler nenpunya
tugas nerunuskan serta nelaksanakan kebijakan dan
standardi sasi teknis di bidang protokol dan konsul er.

(10) Inspektorat Jender al menpunyai tugas nel aksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di |ingkungan
Depart enen.

(11) Badan Pengkajian dan Pengenbangan Kebijakan nenpunyai
tugas nel aksanakan pengkajian dan pengenbangan di
bi dang kebi j akan | uar negeri .

(12) Staf Ahli nenpunyai tugas nenberikan telaahan kepada
Menteri Luar Negeri nengenai nasalah tertentu sesuai
bi dang keahliannya, yang tidak nenjadi bidang tugas
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan
| nspekt orat Jenderal . "

Pasal |1
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



